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ABSTRAK
Diskriminasi terhadap para penyandang difabel berimplikasi besar terhadap 
kesulitan mereka untuk memperoleh kemudahan fasilitas, seperti mencari pekerjaan, 
mendapatkan jaminan kesehatan dan sosial, jaminan pendidikan, hak berpolitik dan 
masih banyak lagi. Perlakuan diskriminatif tersebut merupakan bentuk pelanggaran 
terhadap hak asasi para penyandang cacat, baik yang bersifat vertikal (dilakukan oleh 
aparat Negara terhadap warga Negara atau sebaliknya) maupun horizontal (antar 
warga Negara sendiri). Konstitusi Indonesia mengakui persamaan hak setiap orang 
untuk mendapatkan pekerjaan dan cara hidup yang baik, terlepas dari status sosial 
dan status hukum yang melekat pada setiap individu, sebagaimana yang tersurat 
dalam Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945.
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ABSTRACT
Discrimination against persons with disabilities has major implications on their 
difficulty to obtain amenity, such as finding a job, get health insurance and social, 
educational guarantees, political rights and much more. The discriminatory 
treatment is a violation of the human rights of persons with disabilities, both 
vertically (by agents of the State against citizens or otherwise) or horizontally 
(between citizens themselves). The Indonesian Constitution recognizes the equality 
of every person to get a job and a way of life, regardless of social status and legal 
status attached to each individual, as expressed in Article 28 A through Article 28 A of 
the Constitution of 1945.
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PENDAHULUAN kecacatan yang disandangnya. Para 
penyandang cacat sering diidentikkan 
Perlakuan diskriminasi terhadap dengan yang sakit, lemah, tak berdaya dan 
para penyandang cacat (difabel) seringkali tidak produktif. Bahkan, dalam realitas 
dilakukan oleh manusia itu sendiri. menunjukkan bahwa para penyandang 
Diskriminasi terhadap penyandang cacat cacat masih mendapatkan perlakuan dan 
lebih didasarkan pada kondisi fisik atau sikap yang tidak adil tidak hanya dari 
masyarakat sekitar, tetapi juga dari 
sebagian keluarga para penyandang cacat 
itu sendiri. 
Diskriminasi  terhadap para Hak asasi manusia telah menjadi 
penyandang difabel berimplikasi besar asas Negara yang fundamental di 
terhadap kesuli tan mereka untuk Indonesia, sebagaimana yang telah 
memperoleh kemudahan fasilitas. Perlaku dituangkan dalam sila ketiga Pancasila 
an diskriminasi semacam ini dapat dilihat yang berbunyi: “Kemanusiaan yang adil 
secara jelas dalam bidang lapangan dan beradab”, di mana hal ini merupakan 
pekerjaan. Para penyedia lapangan bukti konkrit dijaminnya keadilan yang 
pekerjaan kebanyakan enggan untuk beradab bagi setiap manusia, dalam hal ini 
menerima seorang penyandang cacat adanya pengakuan hak asasi kepada seluruh 
sebagai karyawan. Mereka berasumsi lapisan masyarakat Indonesia tanpa 
bahwa seorang penyandang cacat tidak terkecuali, sehingga secara langsung telah 
akan mampu melakukan pekerjaan memberikan perlindungan, penghormatan 
seefektif karyawan lain yang bukan dan sekaligus memberikan kewajiban 
penyandang cacat, sehingga bagi para kepada Negara untuk melakukan pemenuh 
penyedia lapangan kerja, mempekerjakan an terhadap hak bagi setiap warga 
para penyandang cacat sama artinya dengan Negaranya. Perlindungan dan pemenuhan 
mendorong perusahaan ke dalam jurang hak asasi manusia tersebut dilakukan oleh 
kebangkrutan karena harus menyediakan Negara tanpa melihat dari status hukum dan 
beberapa alat bantu bagi kemudahan para status sosial yang melekat pada setiap 
penyandang cacat dalam melakukan warga Negaranya, termasuk setiap warga 
aktifitasnya. Seringkali dalam peng masyarakat yang berkebutuhan khusus 
umuman penerimaan calon pegawai atau (penyandang difabel). Oleh sebab itu, 
karyawan, terdapat salah satu poin yang pokok-pokok jaminan, pengakuan, dan 
mensyaratkan bahwa pelamar harus sehat perlindungan bagi hak asasi manusia juga 
jasmani dan rohani. Tidak ada penjelasan tercermin dalam pembukaan Undang 
mengenai ukuran sehat jasmani seperti apa, Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
sehingga maknanya pun sangat umum. Tahun 1945, dan beberapa pasal yang 
Kebanyakan kedua istilah sehat jasmani terkandung di dalamnya, yang dapat 
maupun rohani lebih merujuk pada kondisi diartikan bahwa hak asasi manusia di 
penyandang cacat. Indonesia sudah menjadi asas negara yang 
Pada dasarnya, perlindungan fundamental.
terhadap hak asasi manusia telah diatur Pengaturan dalam konstitusi 
secara Internasional melalui pengesahan tersebut secara langsung memberikan 
PBB terhadap The Universal Declaration perlindungan dan jaminan hak, sekaligus 
of Human Rights pada tanggal 10 Desember mewajibkan negara untuk melakukan 
1948. Pengesahan tersebut memungkinkan pemenuhan hak asasi terhadap setiap warga 
perkembangan lebih lanjut bagi gagasan negaranya, termasuk warga negara yang 
hak asasi manusia di seluruh dunia secara berkebutuhan khusus (penyandang cacat). 
material maupun formal (dalam bentuk Sebagaimana yang tersurat dalam Pasal 28 
berbagai peraturan internasional dan A sampai Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 
nasional), termasuk Indonesia. Jauh 1945 bahwa setiap anggota masyarakat 
s e b e l u m  p e n g e s a h a n  U n i v e r s a l  mempunyai hak dan kewajiban yang sama 
Declaration of Human Rights 1948, di untuk turut serta dalam pembangunan, 
Indonesia sendiri pengakuan tentang hak maka sebagai Warga Negara Indonesia, 
asasi manusia telah diimplementasikan penyandang cacat mempunyai kedudukan, 
dalam Pancasila sebagai filosofi negara hak dan kewajiban yang sama dengan 
yang sekaligus menjadi landasan dasar warga Negara lainnya, termasuk mendapat 
kehidupan berbangsa dan bernegara. jaminan hak untuk bekerja dan mendapat 
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kan penghidupan yang layak. Dari uraian an serta keadilan. Hal ini dituangkan dalam 
latar belakang di atas, maka tulisan ini akan Konstitusi Indonesia. Secara konkret, untuk 
menjabarkan mengenai bagaimana jaminan pertama kali Hak Asasi Manusia 
hak yang diberikan oleh Konstitusi dituangkan dalam Piagam Hak Asasi 
Indonesia bagi penyandang cacat, khusus Manusia sebagai lampiran Ketetapan MPR 
nya dalam hal mendapatkan pekerjaan dan Nomor XVII/MPR/1998. TAP MPR ini 
penghidupan yang layak. dijadikan landasan negara untuk menjamin 
dan memenuhi hak asasi setiap warga 
Pembahasan negaranya tanpa terkecuali, termasuk juga 
hak yang melekat kepada setiap orang yang 
Pengakuan Hak Asasi bagi Penyandang dikategorikan sebagai penyandang cacat. 
Cacat dalam Konstitusi Indonesia Kecacatan tidaklah menjadi alasan untuk 
mengebiri atau mengeliminasi mereka 
Hak asasi manusia adalah hak dasar dalam memperoleh hak hidup dan hak 
yang dimiliki manusia sejak manusia itu mempertahankan kehidupan. Begitupun 
dilahirkan. Hak ini dimiliki oleh manusia pengaturan dalam konteks nasional 
semata-mata karena ia manusia, bukan dibutuhkan karena dengan langkah itu, 
karena pemberian masyarakat atau norma hukum internasional dapat 
pemberian negara. Hak asasi diperoleh diaplikasikan dengan baik dan terukur. 
manusia dari Penciptanya, yaitu Tuhan Dalam ketentuan umum Undang-
Yang Maha Esa dan merupakan hak yang Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang 
tidak dapat diabaikan. Hak Asasi Manusia Penyandang Cacat Pasal 1 bagian 
di Indonesia bersumber dan bermuara pada penjelasan disebutkan bahwa yang 
pancasila. Yang artinya Hak Asasi Manusia dimaksud dengan penyandang cacat adalah 
mendapat jaminan kuat dari falsafah setiap orang yang mempunyai kelainan 
bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada fisik dan / atau mental yang dapat 
Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan mengganggu atau merupakan rintangan dan 
hak asasi manusia tersebut harus hambatan baginya untuk melakukan 
memperhatikan garis-garis yang telah kegiatan secara layaknya. Pada Pasal 1 ayat 
ditentukan dalam ketentuan falsafah (2) sampai dengan ayat (6) diuraikan 
Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, mengenai hal-hal yang terkait dengan 
melaksanakan hak asasi manusia bukan penyandang cacat, seperti ayat (2) 
berarti melaksanakan dengan sebebas- diuraikan mengenai pengertian derajat 
bebasnya, melainkan harus memperhatikan kecacatan, yaitu tingkat berat ringannya 
ketentuan-ketentuan yang terkandung keadaan cacat yang disandang seseorang. 
dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, Selanjutnya, dijelaskan pada ayat (3) 
yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada menyangkut kesamaan kesempatan bagi 
dasarnya memang tidak ada hak yang dapat penyandang cacat yang diartikan sebagai 
dilaksanakan secara multak tanpa keadaan yang memberikan peluang kepada 
memperhatikan hak orang lain. penyandang cacat untuk mendapatkan 
Negara Republik Indonesia meng kesempatan yang sama dalam segala aspek 
akui dan menjunjung tinggi hak asasi kehidupan dan penghidupan. Senada 
manusia dan kebebasan dasar manusia dengan rumusan pengertian penyandang 
sebagai hak yang secara kodrati melekat cacat tersebut di atas, dalam ketentuan 
dan tidak terpisah dari manusia yang harus Deklarasi Hak-Hak Penyandang Cacat 
dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi Perserikatan Bangsa-Bangsa, disebutkan 
peningkatan martabat kemanusisan, bahwa “penyandang cacat adalah seseorang 
kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdas yang tidak mampu, baik secara keseluruhan 
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maupun sebagian dari kebutuhannya masyarakat sekitar maupun sebagian 
seperti halnya orang normal yang keluarga para penyandang cacat itu sendiri 
disebabkan keterbatasan kemampuan baik dalam realitasnya. Pasal 28 H ayat (2) UUD 
secara f is ik  maupun kemampuan NRI Tahun 1945 mengatur hak penyandang 
1 cacat untuk mendapatkan perlakuan khusus mentalnya”.
dari Negara. Pasal ini menyebutkan bahwa Bagi Indonesia, ketentuan Pasal 
“ se t iap  orang  berhak  mendapa t  28A UUDNRI Tahun 1945 menjadi 
kemudahan dan perlakuan khusus untuk landasan konstitusional bagi perlindungan 
memperoleh kesempatan dan manfaat yang hak-hak penyandang cacat. Hak hidup 
sama guna mencapai persamaan dan adalah hak dalam kategori non derogable 
keadilan”. rights. Hak ini merupakan inalienable 
Sejalan dengan pasal di atas, Jimly rights yang juga berlaku bagi penyandang 
32 Asshiddiqie  menjelaskan bahwa perlakuan cacat. Selain Pasal 28A UUD NRI Tahun 
khusus yang biasa dikenal dengan 1945, pengaturan hak asasi manusia dalam 
Affirmative action sebagai pengecualian hal untuk mendapatkan pengakuan, 
atas ketentuan hak asasi manusia yang anti perlindungan, dan kepastian hukum bagi 
diskriminasi dengan pertimbangan bahwa penyandang cacat dapat ditemukan dalam 
orang atau kelompok orang yang Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 
bersangkutan berada dalam keadaan yang Pasal ini menegaskan bahwa “setiap orang 
tertinggal dari perkembangan masyarakat berhak atas pengakuan, jaminan, 
pada umumnya, sehingga kepadanya perlindungan dan kepastian hukum yang 
dibutuhkan tindakan dan kebijakan yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 
bersifat khusus. Salah satu yang harus hukum”. Pasal ini menegaskan bahwa 
mendapatkan perlakuan khusus itu adalah pemerintah harus menghormati semua hak 
penyandang cacat. Perlakuan khusus ini hukum setiap orang sesuai dengan hukum 
dimaksudkan sebagai upaya perlindungan itu sendiri, termasuk terhadap penyandang 
para penyandang cacat dari kerentanan cacat. Selanjutnya, dalam Pasal 28 D ayat 
terhadap berbagai pelanggaran HAM. Oleh (2) juga memberikan pengakuan bahwa 
karena itu, keistimewaan dan perlakuan setiap orang berhak untuk bekerja serta 
khusus kepada penyandang cacat harus mendapat imbalan dan perlakuan yang adil 
ditafsirkan sebagai upaya memaksimalkan dan layak dalam hubungan kerja. Dalam hal 
penghormatan, pemajuan, perlindungan ini, setiap warga negara termasuk di 
dan pemenuhan HAM universal.dalamnya adalah penyandang cacat berhak 
Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun mendapatkan jaminan untuk bekerja dan 
1945 juga mengatur kesamaan derajat para mendapat imbalan yang layak sesuai 
penyandang cacat sebagai warga Negara dengan kewajiban yang telah ia lakukan.
sama seperti warga Negara lainnya di dalam Selain itu, Pasal 28 I ayat (2) bisa 
hukum dan  pemer in t ahan  un tuk  menjadi landasan konstitusional para 
menjunjung tinggi harkat dan martabat penyandang cacat untuk dilindungi dari 
Negara. Kemudian, dalam Pasal 34 juga perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh 
sudah mengatur bahwa Negara memiliki 
kewajiban untuk mengembangkan sistem 
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jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan Keduanya memang kelihatan sama, 
memberdayakan masyarakat yang lemah namun secara prinsip berbeda. Pemenuhan 
dan tidak mampu sesuai dengan martabat hak atas pekerjaan lebih menitikberatkan 
kemanusiaan. Masyarakat yang lemah dan akses dunia kerja tanpa diskriminasi atas 
tidak mampu yang wajib diberikan dasar agama, etnis dan sebagainya, 
perlindungan oleh Negara, antara lain sementara pemenuhan hak dalam bekerja 
masyarakat yang memiliki kebutuhan adalah konkretisasi dan implementasi 
khusus, yaitu para penyandang diffable. pemenuhan hak-hak normatif bagi pekerja 
Dengan adanya pasal-pasal yang seperti gaji, fasilitas keamanaan dan 
mengatur hak asasi para penyandang cacat, keselamatan serta masa depan mereka. 
dalam UUD NRI Tahun 1945, maka dapat Konsekuensinya adalah Negara wajib 
diartikan sebagai adanya jaminan kepastian memberikan fasilitas keterbukaan dan 
hukum dari pemerintah untuk mengambil ketersediaan lapangan kerja berikut juga 
setiap kebijakan yang menyangkut memberikan ruang aktualisasi kehidupan 
pemenuhan dan penghormatan secara bermartabat dalam dunia kerja yang 
5khusus terhadap hak asasi penyandang dijalankan ,  sehingga dari penjelasan di 
cacat di masa yang akan datang, karena atas dapat dipahami bahwa segala hal yang 
telah ada aturan dasar dalam konstitusi diatur dalam Pasal 28D UUD NRI Tahun 
Negara Indonesia untuk menjamin hak-hak 1945 merupakan pengakuan mutlak bagi 
asasi dari para penyandang cacat. setiap penyandang cacat untuk mendapat 
kan pekerjaan yang tidak bisa diabaikan.
Jaminan Hak Bekerja bagi Penyandang Pengakuan mutlak bagi setiap 
Cacat dalam Konstitusi Indonesia dan penyandang cacat untuk mendapatkan 
UU di bawahnya pekerjaan yang layak oleh Konstitusi juga 
telah diatur lebih lanjut pada UU di 
Dalam hal setiap orang berhak bawahnya (UU organik). Untuk mencegah 
untuk mendapatkan pekerjaan secara layak, munculnya diskriminasi terhadap para 
maka pengakuan dalam Pasal 28 D ayat (2) penyandang cacat, dipertegas dalam  Pasal 
UUDNRI Tahun 1945 menjadi aturan dasar 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 
pengakuan hak tersebut. Pasal ini tentang Penyandang Cacat bahwa “setiap 
menegaskan bahwa Setiap orang berhak penyandang cacat mempunyai hak dan 
untuk bekerja serta mendapat imbalan dan kesempatan yang sama dalam segala aspek 
perlakuan yang adil dan layak dalam kehidupan dan penghidupan”. Dari isi Pasal 
hubungan kerja. Ketentuan normatif ini 5 tersebut dapat dikatakan bahwa para 
mengafirmasi konstitusionalitas hak atas penyandang cacat adalah warga Negara 
pekerjaan (rights to work) dan hak dalam Indonesia yang memiliki hak dan 
bekerja (rights in work) sebagai hak asasi kedudukan yang sama seperti warga Negara 
4 manusia (HAM). Krzystof Drzewicki yang lain. Selanjutnya, dalam Pasal 6 
mengafirmasi hal itu dengan menyatakan, dijelaskan hak-hak yang dapat diperoleh 
the rights to work and rights in work para penyandang cacat, salah satunya 
constitute a core of not only socio-economic adalah hak mendapatkan pekerjaan dan 
rights, but also fundamental human rights. penghidupan yang layak sesuai dengan 
jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, 
dan kemampuannya.
Selain pasal di atas, pengaturan 
kesamaan kesempatan untuk mendapatkan 
pekerjaan juga diatur dalam Pasal 13 dan 
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Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun Nomor 43 Tahun 1998 merupakan aturan 
1997. Pengaturan dalam Pasal 13 pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 4 
menyebutkan bahwa setiap penyandang Tahun 1997. Peraturan Pemerintah Nomor 
cacat mempunyai kesamaan kesempatan 43 Tahun 1998 mengatur tentang upaya 
untuk mendapatkan pekerjaan sesuai yang harus dilakukan oleh pemerintah 
dengan jenis dan derajat kecacatannya. untuk meningkatkan kesejahteraan sosial 
Dalam Pasal 14 memberikan jaminan para penyandang cacat. Upaya dari 
kesamaan hak kepada penyandang cacat pemerintah tersebut melalui program 
untuk dapat bekerja pada perusahaan rehabilitasi pelatihan. Melalui program 
Negara dan swasta. Bagian Penjelasan rehabilitasi pelatihan, yang dilakukan 
dalam Pasal 14 ini menjelaskan bahwa dengan pemberian pelayanan pelatihan 
perusahaan Negara dan swasta memberikan secara utuh dan terpadu melalui kegiatan 
kesempatan dan perlakuan yang sama yang berupa: (1) asesmen pelatihan, (2) 
kepada penyandang cacat dengan bimbingan dan penyuluhan jabatan, (3) 
mempekerjakan penyandang cacat di latihan ketrampilan dan pemagangan, (4) 
perusahaannya sesuai dengan jenis dan penempatan, (5) pembinaan lanjut. 
derajat kecacatan, pendidikan, dan Rehabilitasi pelatihan dimaksudkan agar 
kemampuannya ,  yang  jumlahnya  penyandang cacat dapat memiliki 
disesuaikan dengan jumlah karyawan ketrampilan kerja sesuai dengan bakat dan 
dan/atau kualifikasi perusahaan. Pasal 14 kemampuannya. 
ini menjamin hak atas pekerjaan bagi para Dari uraian di atas, dapat dilihat 
penyandang cacat tubuh melalui penetapan bahwa dalam Konstitusi Indonesia dan UU 
kuota 1 (satu) persen. d i  bawahnya  sudah  member ikan  
Selain dilihat dalam Undang- pengakuan/jaminan hak terhadap para 
Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat untuk mendapatkan 
Penyandang Cacat, hak penyandang cacat pekerjaan yang layak sesuai dengan bakat 
dalam memperoleh pekerjaan secara layak dan kemampuannya.
dapat ditemukan di dalam Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Jaminan Hak Mendapatkan Pekerjaan 
kerjaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan B a g i  P e n y a n d a n g  C a c a t  P a d a  
memberikan jaminan bagi setiap tenaga Kenyataannya
kerja untuk memiliki kesempatan yang 
sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh Dalam implementasi dari UUDNRI 
pekerjaan dan penghidupan yang layak. 1945 dan UU di bawahnya yang mengakui 
Kesempatan yang sama diberikan oleh adanya hak penyandang cacat untuk 
penyandang cacat (Pasal 5). Selanjutnya, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan 
dalam Pasal 6 dinyatakan bahwa setiap yang layak di Indonesia, tidaklah sesuai 
pekerja/buruh berhak memperoleh dengan apa yang diamanatkan. Selama ini 
perlakuan yang sama tanpa diskriminasi pengakuan menurut UUDNRI Tahun 1945 
dari pengusaha. Selain itu, jaminan dan UU di bawahnya, penyandang cacat 
aksesibilitas wajib diberikan kepada para hanya mendapatkan pengakuan saja, tanpa 
penyandang cacat, sebagaimana ditentukan adanya aturan yang jelas mengenai 
Pasal 67 Ayat (1), bahwa pengusaha yang prosedur dan tata cara pemenuhan terhadap 
mempekerjakan tenaga kerja penyandang penyandang cacat untuk mendapatkan 
cacat wajib memberikan perlindungan kesempatan dalam bekerja dan dalam 
sesuai  dengan jenis  dan dera ja t  penghidupan yang layak seperti manusia 
kecacatannya. normal. Sebagaimana dikemukakan dalam 
Ketentuan Peraturan Pemerintah penjelasan Undang-Undang Nomor 4 
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Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, kerja penyandang cacat tubuh tidak bisa 
bahwa upaya perlindungan belum diwujudkan, yang pada akhirnya hal ini 
memadai, apalagi ada prediksi terjadinya akan menambah jumlah pengangguran para 
peningkatan jumlah penyandang cacat di tenaga kerja penyandang cacat tubuh.
masa mendatang. Melihat pada kenyataan yang ada, 
Pada kenyataannya, tidak semua perlu adanya peran Negara dalam 
hak dari penyandang cacat dapat dilindungi memberikan jaminan hak bagi para 
oleh Negara, termasuk hak untuk penyandang cacat, termasuk hak untuk 
mendapatkan pekerjaan seperti warga bekerja. Kewajiban Negara Indonesia 
Negara normal lainnya. Hal ini disebabkan dalam memberikan perlindungan terhadap 
setiap perusahan (baik perusahaan milik hak-hak penyandang cacat sebaiknya tidak 
negara atau bukan) yang ada di Indonesia hanya memperhatikan pada aspek substansi 
hampir mengutamakan setiap orang yang hukum saja, dalam hal ini adalah 
dikategorikan sebagai manusia normal pembuatan undang-undang, tetapi juga 
untuk menjadi tenaga kerja di perusahaan memperhatikan aspek struktur dan budaya 
nya, sehingga bisa dikatakan bahwa tidak hukumnya. Aspek substansi hukum yang 
ada perusahan yang memberikan menjamin aksesibilitasi bagi penyandang 
kesempatan untuk mempekerjakan cacat dari sejumlah peraturan perundang-
penyandang cacat sebagai tenaga kerja, undangan di Indonesia sudah cukup 
layaknya manusia normal. Meskipun dalam memadai, namun dilihat dari aspek struktur 
faktanya, tidak sedikit penyandang cacat dan budaya hukum belum sepenuhnya 
yang bisa melakukan pekerjaan yang biasa menunjang bagi perwujudan kemandirian 
dikerjakan oleh manusia normal. dan kesejahteraan para penyandang cacat, 
Sistem perekrutan Pegawai Negeri sehingga banyak ketentuan yang ada dalam 
Sipil (PNS) juga memberlakukan hal yang peraturan perundang-undangan belum 
sama. Meskipun syarat dari pendaftaran dapat dilaksanakan. 
untuk mengikuti seleksi tersebut tidak Perlu adanya sosialisasi hukum 
memuat persyaratan berbadan sehat mengenai peraturan-peraturan yang telah 
(jasmani dan rohani) sebagai suatu dibuat oleh pemerintah kepada masyarakat, 
persyaratan, namun setiap calon yang sepert i  perusahaan -  perusahaan,  
dinyatakan lulus seleksi diminta untuk departemen, para orang tua, aparat penegak 
memberikan surat kesehatan yang memuat hukum dan yang lebih utama adalah kepada 
bahwa setiap calon yang dinyatakan lulus para penyandang cacat itu sendiri, sehingga 
tersebut haruslah melampirkan surat yang para penyandang cacat itu sendiri juga 
menyatakan dirinya sehat jasmani dan mengetahui akan segala sesuatu yang 
rohan i ,  s eh ingga  membua t  pa ra  menjadi hak-haknya. Pemberian sosialisasi 
penyandang cacat tidak dapat memiliki tersebut diharapkan dapat memberikan 
kesempatan untuk dapat bekerja dalam pengetahuan dan penyadaran publik akan 
dunia birokrasi pemerintahan. Selain itu, hak-hak penyandang cacat dan kewajiban 
jumlah PNS penyandang cacat yang mereka untuk berperan aktif dalam 
diterima lebih sedikit dibandingkan dengan berinteraksi sosial yang sehat dan wajar, 
PNS yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mengubah posisi tawar para 
padahal dalam Pasal 14 Undang Undang penyandang cacat yang lemah dalam 
Nomor 4 Tahun 1997 menjamin hak atas masyarakat. Dengan adanya upaya 
pekerjaan bagi para penyandang cacat sosialisasi hukum, maka implementasi dari 
tubuh melalui penetapan kuota 1 %. peraturan-peraturan yang telah berlaku 
Realitanya, kuota 1 % tidak terpenuhi, tersebut diharapkan dapat terlaksana 
sehingga hak atas pekerjaan bagi tenaga dengan baik, sehingga dapat tepat sasaran 
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dalam memberikan perlindungan terhadap kegiatan yang sangat penting dan strategis 
hak-hak para penyandang cacat yang karena usaha tersebut berupaya untuk 
selama ini kalah posisi tawar di dalam m e n i n g k a t k a n  k e s a d a r a n  h u k u m  
masyarakat. masyarakat dalam arti yang sebenarnya, 
Upaya sosialisasi hukum apapun sehingga kemungkinan masyarakat, 
bentuknya, baik melalui penyuluhan terutama para penyandang cacat itu sendiri 
hukum, pendidikan hukum, seminar dapat lebih mengetahui, memahami dan 
hukum, dialog hukum dan sebagainya menghayati  peraturan perundang-
merupakan bentuk komunikasi hukum. undangan yang telah dibuat oleh 
Komunikasi hukum di sini dimaksudkan pemerintah untuk memberikan jaminan 
sebagai media untuk menstimulasi, terhadap hak-hak para penyandang cacat. 
mensosialisasikan, serta memasyarakatkan Selain itu, perlu adanya pengawas 
aturan hukum dari pemerintah kepada an dari pemerintah terhadap berlakunya 
masyarakat, sehingga tidak terjadi legal peraturan-peraturan yang telah memberi 
6 kan jaminan perlindungan hak-hak para gaps dalam pelaksanaan hukum, yaitu 
penyandang cacat, karena sampai saat ini terjadinya celah selisih kesalahpahaman 
belum pernah terdengar adanya lembaga dan atau keyakinan antara apa yang 
atau perseorangan yang diberi sanksi “dikehendaki” oleh para pengemban 
karena belum mematuhi ketentuan tentang kekuasaan Negara agar dipatuhi dengan apa 
pemenuhan hak bagi penyandang cacat, yang masih diyakini dan dipatuhi dalam 
misalnya para pengusaha yang belum praktek sebagai tradisi sehari-hari oleh 
memenuhi kuota 1 % atau lembaga yang warga masyarakat setempat. Legal gaps 
membangun fasilitas umum belum inilah yang menjadi alasan utama para 
dilengkapi dengan aksesibilitas. Pengawas penanggung jawab pembangunan untuk 
an dari pemerintah sekiranya perlu mengambil kebijakan dan tindakan guna 
dilakukan karena berlakunya ketentuan meniadakan maupun mengurangi gaps 
hukum dalam pemenuhan hak penyandang dengan cara mengupayakan teralihnya 
cacat akan berhubungan erat dengan kesetiaan warga masyarakat dari kesetiaan 
aktivitas penerapan hukumnya atau upaya nya mematuhi tradisi dan hukum lokal 
penegakan hukum oleh aparat penegak menjadi kesetiaan yang baru untuk lebih 
hukum.mematuhi ketentuan-ketentuan hukum 
nasional. Inilah kebijakan dan tindakan 
Kesimpulan yang dalam bahasa sehari-hari dikenal 
7sebagai penyuluhan hukum.
Kons t i tus i  Indones ia  t e l ah  Penyuluhan hukum ataupun upaya-
memberikan jaminan, perlindungan dan upaya sosialisasi peraturan hukum kepada 
pengakuan hak kepada para penyandang masyarakat luas diperuntukkan sebagai 
cacat sebagai warga Negara Indonesia, proses pelaksanaan pembelajaran yang 
sehingga perlindungan dan penegakan hak berefek menasionalisasi budaya hukum 
terhadap warga masyarakat penyandang masyarakat setempat. Penyuluhan hukum 
cacat tidak hanya menjadi urusan/ ataupun upaya-upaya sosialisasi peraturan 
kewajiban orang - perorangan yang hukum yang berkelanjutan merupakan 
memiliki kekhususan, tetapi juga menjadi 
urusan/kewajiban Negara sebagaimana 
diatur dalam Pasal 34 ayat (2) UUDNRI 
Tahun 1945, karena penyandang cacat juga 
merupakan manusia yang memiliki hak 
fundamental yang tidak boleh dirampas 
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Gading Pinilih, 2013, Merek Kolektif Sebagai 
Sarana Perlindungan Merek (Studi Pada Usaha 
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Goyor Di Kabupaten Pemalang), Tesis Program 
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7 Ibid
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oleh siapapun layaknya manusia pada Diar, Adithiya, 2011, Konstitusionalitas 
umumnya, sehingga Negara berkewajiban Kesamaan Hak Bagi Penyandang 
untuk memenuhi hak yang melekat pada Cacat  Untuk  Mendapatkan  
penyandang cacat seperti hak yang Pekerjaan Dan Penghidupan Yang 
disandang oleh warga Negara normal Layak Di Indonesia, Jurnal 
lainnya. Beberapa jaminan perlindungan Mahkamah Konsti tusi-PK3P 
hak-hak bagi penyandang difabel untuk Fakultas Hukum Universitas 
mendapatkan pekerjaan juga dapat terlihat Jambi, Volume IV Nomor 1, Juni 
keberadaannya dalam Konstitusi Indonesia 2011
dan beberapa peraturan yang berada di Gading Pinilih, Sekar Anggun, 2013, Merek 
bawahnya. Namun demikian, peraturan K o l e k t i f  S e b a g a i  S a r a n a  
tersebut masih belum efektif untuk Perlindungan Merek (Studi Pada 
mengakomodir hak penyandang cacat Usaha Kecil Menengah (UKM) 
untuk mendapatkan pekerjaan di Indonesia, Kerajinan Sarung Goyor Di 
sehingga dibutuhkan peraturan baru yang Kabupaten Pemalang), Tesis 
dapat melengkapi aturan yang telah ada. Program Magister Ilmu Hukum 
Peraturan baru tersebut hendaknya Universitas Diponegoro Semarang
tidak hanya sekedar memberikan pengaku Gede Atmadja, I Dewa, 2012, Ilmu Negara: 
an hak bagi setiap penyandang difabel, Sejarah, Konsep Negara & Kajian 
melainkan juga harus memberikan Kenegaraan, Malang: Setara Press
pendekatan pemenuhan hak asasi yang MD, Mahfud, 2000, Dasar dan Struktur 
melibatkan masyarakat luas, terutama para Keta tanegaraan  Indones ia ,  
penyandang cacat sebagai subyek yang ikut Jakarta: PT. Rineka Cipta
merencanakan, melaksanakan, mengawasi Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang 
sampai pada tahap mengevaluasi program Cacat (PPUA Penca) dengan 
dan kebijakan berkaitan penanganan dukungan Disability Rights Fund 
penyandang cacat, maka diharapkan dan Tides Foundation, Buku 
program yang dilaksanakan akan tepat Panduan Advokasi Toolkits Untuk 
sasaran karena sesuai dengan kebutuhan O r g a n i s a s i  P e n y a n d a n g  
para penyandang cacat itu sendiri, sehingga Disabilitas
para stakeholder seperti lembaga eksekutif Resolusi PBB No. 48/96 Tahun 1993, 
dan legislatif sebagai pengambil kebijakan Peraturan Standar Tentang 
bisa maksimal dalam memberikan Persamaan Kesempatan Bagi Para 
perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Cacat
penyandang cacat. Namun, yang tidak Saebani, Beni Ahmad dan Zulkarnaen, 
kalah penting adalah implementasi dari 2012, Hukum Konstitusi, Bandung: 
peraturan-peraturan yang telah ada CV. Pustaka Setia
tersebut, sehingga dapat memberikan United Nations, Human Rights: A 
penyadaran kepada publik akan hak-hak Compilation of International 
para penyandang cacat. Instruments, Volume I (second 
part), (New York: Universal 
DAFTAR PUSTAKA Instruments, 1993)
Peraturan Perundang-undangan:
Asshiddiqie, Jimly, 2006, Konstitusi & Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Konstitusionalisme Indonesia, Indonesia Tahun 1945
Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 
K e p a n i t e r a a n  M a h k a m a h  tentang Kesejahteraan Sosial
Konstitusi RI
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1999 
tentang Ketenagakerjaan tentang Lembaga Koordinasi dan 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 P e n g e n d a l i a n  P e n i n g k a t a n  
tentang Hak asasi Manusia Kesejahteraan Sosial Penyandang 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 cacat
tentang Penyandang Cacat Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 02 
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun /MEN/ 1994 tentang Penempatan 
2012 tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja di Dalam dan Luar 
Kesejahteraan Sosial Negeri
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun Website:Tanpa Nama, Pelayanan Dasar Untuk 
Warga Difabel  Masih Minim ,  1998 tentang Upaya Peningkatan 
<http://www.108csr.com>, diakses Kesejahteraan Sosial Penyandang 
pada tanggal 4 Desember 2012Cacat
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